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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif 

KUHPerdata Indonesia Penting untuk memahami bahwa terdapat batasan 

usia minimal dalam pernikahan yang harus diperhatikan. Hal ini 

memiliki dampak yang signifikan karena kematangan psikologis yang 

diperlukan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Menikah pada usia 

yang terlalu muda dapat menyebabkan peningkatan angka perceraian 

karena kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab yang harus 

dipikul oleh suami dan istri. 

2. Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dalam Persfektif Undang-

Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinana,  Berdasarkan Undang-

Undang Tahun 2019 tentang Perkawinan, hal tersebut sudah jelas 

ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi 

kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak 

melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan 

rumah tangganya dengan baik. 

3. Perbedaan Dan Persamaan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Persfektif 

KUHPerdata Indonesia Dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 

Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Keduanya sama-sana membahas 

terkait dengan perkawinaan hanya saja pada Undang-Undang Nomor 16 
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Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan secara detail terkait dengan 

syarat-syarat dan ketentuan dalam melangsungkan perkawinaan, 

sedangkan pada KUHPerdata hanya dijelaskan bahwa syarat-syarat 

dalam melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan yang tertulis pada 

Undang-Undang tersebut. 

 

B. Saran 

1.  Dalam situasi ini, peran orang tua memiliki peranan yang sangat penting 

dalam mempengaruhi hubungan dan perkembangan anak-anak mereka. 

Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa peran orang tua harus 

menjadi prioritas utama dalam menanamkan semangat pendidikan hukum 

pada generasi muda. 

2. Untuk peneliti lain yang akan membahas mengenai perkawinan dibawah 

umur, sebaiknya perlu penelitian lebih spesifik terkait perkawinan 

dibawah umur antara hukum perkawinan Indonesia dengan sanksi yang 

harus diberikan. Karena masih banyak yang melanggar batas minimal 

tersebut dengan meminta dispensasi. Penulis merasa alangkah baiknya 

apabila ada kenaikan usia minimal 20 tahun. Hal ini memperhatikan 

faktor psikologis serta medis terkait kesiapan calon mempelai. Karena 

secara tidak langsung dengan adanya peningkatan usia minimal akan 

mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur. 
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